
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.403, 2009 DEPARTEMEN PERTANIAN. Penyuluhan 
Pertanian. Kebijakan. 

 PERATURAN MENTERI PERTANIAN 
NOMOR: 49/Permentan/OT.140/10/2009 

TENTANG 
KEBIJAKAN  DAN STRATEGI PENYULUHAN PERTANIAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang  :  a. bahwa untuk mengoptimalkan kinerja dan meningkatkan 
kesejahteraan penyuluh pertanian, dikembangkan kebijakan 
dan strategi penyuluhan pertanian ke arah pengembangan 
kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan sikap pelaku 
utama serta pelaku usaha pertanian; 

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dan 
menindaklanjuti amanat Pasal  6 dan 7 Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan 
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, perlu ditetapkan 
Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Pertanian; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem 
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4660); 
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang 
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4019); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang 
Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluh 
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018); 

7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun 
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 

8. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu; 

9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto 
Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005; 

10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit 
Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara 
Republik Indonesia; 

11. Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto 
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/ 
1/2007; 

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/ 
9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja 



2009, No.403 3 

Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian 
Nomor 12/Permentan/OT.140/1/2007; 

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor PER/02/MENPAN/2/2008  tentang Jabatan 
Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya; 

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.160/ 
6/2009 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan 
Fungsional Rumpun Ilmu Hayat lingkup Pertanian; 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan  : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG 

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYULUHAN 
PERTANIAN.  

BAB I 
KETENTUAN UMUM  

Pasal 1 
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 
1. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta 

pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan 
mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, 
permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan 
produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan, serta 
meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.  

2. Kebijakan Penyuluhan Pertanian adalah rangkaian konsep dan asas yang 
menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan penyuluhan 
pertanian. 

3. Strategi Penyuluhan Pertanian adalah langkah-langkah atau cara untuk 
mencapai suatu tujuan penyuluhan pertanian. 

4. Kelompoktani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas 
dasar kesamaan, kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, 
ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan 
mengembangkan usaha anggota.  

5. Gabungan Kelompoktani (GAPOKTAN) adalah kumpulan beberapa 
kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala 
ekonomi dan efisiensi usaha. 

6. Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka 
meningkatkan kompetensi peserta pelatihan untuk melaksanakan tugas 
pokoknya.  


